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Protokol Krisis Sangat Diperlukan. Mengapa ? L

Krisis Pasti
Akan Terjadi
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Persoalannya kita tidak tahu kapan waktunya?

« Krisis mempunyai siklus tertentu

« Perekonomian dunia modern semakin

: . kompleks dan hubungan ekonomi antar

Siklus Krisis negara di dunia semakin terkait satu dengan
lainnya

« Interval waktu dari krisis ke krisis berikutnya
semakin pendek

« Pengalaman Negara Maju dan Negara

Berkembang
« Kirisis yang dipicu oleh kegagalan lembaga
Pengalaman keuangan pernah terjadi di Inggris (dipicu
Krisis Northern Rock Bank)

 Amerika Serikat (Lehman Brothers, Subprime
Mortgage 2007/2008)

* |Indonesia (Krisis 1997/1998) & (Krisis 2008)




Apa yang paling sering dipertentangkan ketika kita
menangani Krisis 1997/1998 dan Krisis 2008 ?

1. Krisis vs Bukan Krisis

2. Bank yang diselamatkan berdampak sistemik atau tidak?

3. Siapa yang berhak menentukan krisis atau bukan krisis?
Presiden? Wakil Presiden? Menteri? BI? FKSSK?

4. Apakah pengambil kebijakan pada saat krisis dapat
dikriminalkan ?

5. Berapa biaya yang yang dianggap wajar untuk menyelamatkan

sistem keuangan?



Seandainya krisis terjadi sekarang ini juga,
siapkah kita ?
* Situasi seperti ketika kita menangani krisis 2008, tampaknya akan
berulang. Debat politik akan terjadi, akan ada pengambil keputusan

yang dikriminalisasi, atau mungkin tidak ada yang berani mengambil
keputusan sehingga situasi semakin buruk.

* Perangkat hukum atau Protokol penanganan krisis apa yang sudah
kita miliki ?
— PP Pengganti UU No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan : Persoalannya apakah PP ini masih dianggap berlaku?

— Protokol koordinasi Penanganan krisis “dititipkan” di pasal 44 UU OJK.
Ini pasal kompromi politik setelah DPR menolak PP PU. Dalam
konstruksi hukum ini agak janggal , karena landasan hukum untuk
melakukan koordinasi dari 4 lembaga hanya dititipkan dalam UU yang
mengatur salah satu lembaga itu ( dalam hal ini OJK)

* Protokol krisis seharusnya diatur dalam UU yang khusus mengatur
mengenai manajemen penanganan krisis : UU JPSK.



Protokol Koordinasi : Pasal 44, 45 dan 46 UU No 21 Tahun 2011
tentang OJK, : Pasal kompromi politik yang dipaksakan

Pasal 44 Ayat 1 : Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas :

— a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator
— b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota

— c. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota

— d. Ketua Dewan Komisioner LPS selaku anggota

Pasal 45 Ayat 2 :Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan
krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bl, Ketua DK OJK, dan/atau Ketua DK LPS yang
mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem
keuangan, masing2 dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera dilakukan rapat guna
memutuskan langkah2 pencegahan atau penanganan krisis.

Dst . Pasal 45 ayat 3, ayat 4, ayat 5
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* Indonesia pernah gagal dan pernah berhasil dalam menangani
Krisis

- Pada saat Krisis 1997/1998 pada awalnya kita gagal total
menangani krisis.
Tetapi pada akhirmya kita dapat selamatkan ekonomi
negara dengan biaya yang sangat mahal.

- Krisis 2008 berhasil ditangani dengan biaya relatif lebih
murah, namun menimbulkan persolan politik pelik yang
menguras energi bangsa ini.

* Persiapan dan Kesiapan menghadapi krisis yang dilakukan oleh
suatu negara akan menjadi salah satu faktor penting dalam
manajemen perekonomian, khususnya dalam menjaga Stabilitas
Sistem Keuangan
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1. Menyusun Arsitektur Keuangan Indonesia

2. Menyusun Cetak Biru Arsitektur Perbankan Indonesia

Siapa yang harus Menyusun 1 & 27
Pemerintah + DPR + Bl + OJK + LPS + Pelaku Industri+ Asosiasi Industri +
Akademisi

3. Menyusun Infrastruktur Legal
- Uu B
- UU OJK
- UU LPS
- UU JPSK
- UU Perbankan
- UU Lembaga Keuangan Non Bank
- UU Asuransi
- UU Pasar Modal
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Il. Cakupan Undang Undang JPSK
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Rekomendasi L
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« Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)
sekurang-kurangnya harus bisa menjadi salah satu pedoman
penanganan krisis yang terjadi di masa depan bagi bangsa
kita yang tentunya harus disusun berdasarkan pengalaman
kegagalan dan kelemahan pengelolaan krisis di masa lalu
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Dalam Manajemen Krisis yang akan diatur di UU JPSK harus mencakup :

I.  Pengertian atau definisi, dari:
- perekonomian normal,
- perekonomian yang menghadapi krisis,
- perekonomian yang benar-benar sedang mengalami
Krisis
Il. Siapa atau lembaga apa yang berwenang mengelola krisis
dan apa saja kewenangannya?
- Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) ?
- Siapakah anggota-anggotanya?
Komite Stabilitas Sistem Keuangan ( KSSK ) ?
- Ataukah lembaga lain?
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Dalam Manajemen Krisis yang akan diatur di UU JPSK harus mencakup (lanjutan) :

lii. Bagaimana protokol menangani krisis itu sendiri?
Ilv. Tata cara penanganan Bank/Lembaga Keuangan (LK) yang
menjadi pemicu Krisis
— Apakah ditutup?
— Apakah diselamatkan?
v. Kiriteria Bank/LK yang bisa diselamatkan:
— Berapa besarnya bank?

— Apakah termasuk Systemically Important Bank (SIB)
atau bukan?

— Bagaimana kompleksitasnya? Kaitan dengan
konglomerasi.

— Risiko Penularan
13



Rekomendasi R

PERBANAS

AN

Dalam Manajemen Krisis yang akan diatur di UU JPSK harus mencakup (Lanjutan) :

vi. Siapa yang menanggung biaya penyelamatan Bank/LK

— Apakah BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),
ataukah Pemerintah (Pembayar Pajak)?

— Bagaimana seandainya ditanggung BIl, LPS atau
Pemerintah?

vii. Siapa yang melakukan penyelamatan sementara?
— Apakah LPS atau lembaga lain?
— Apa kewenangannya?
— Berapa lama penyelamatan sementara?
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Dalam Manajemen Krisis yang akan diatur di UU JPSK harus mencakup (Lanjutan) :

viil. Perlukah lembaga pengelolaan perbankan sementara
Badan Restrukturisasi Perbankan seperti dahulu Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)? Asset
Mangement Unit (AMU) ataukah Asset management
Investment (AMI)?

—  Apa saja kewenangannya?
—  Siapa pengelola sementara Bank/LK?

IX. Keputusan untuk menutup atau menyelamatkan bank
harus satu paket dengan keputusan memberikan atau tidak
memberikan blanket guarantee
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Dalam Manajemen Krisis yang akan diatur di UU JPSK harus mencakup (Lanjutan) :

— Berkaca dari kasus BC, jika ada ancaman krisis di masa
depan, para pejabat publik yang berwenang akan takut
memutuskan suatu kebijakan. Karena, ada kemungkinan
kebijakan tersebut dipolitisasi dan dikriminalisasi, yang
Kita tahu prosesnya sangat menguras emosi, pikiran,
waktu dan tenaga.
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Dalam Manajemen Krisis yang akan diatur di UU JPSK harus mencakup (Lanjutan) :

— Menurut Paul Krugman, prinsip dasar yang harus
dipegang pembuat kebijakan keuangan ialah bahwa
apapun yang Kketika terjadi krisis keuangan harus
diselamatkan —karena memegang peran penting dalam
mekanisme sistem keuangan — harus diatur sebelum
Krisis itu benar-benar terjadi.

X. Living Will dan Funeral Plan bagi Bank/LK
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Ill. Lampiran
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Blueprint Sektor Keuangan (2011 — 2020)

Pada Desember 2011, Bank Negara Malaysia
(BNM) yang merupakan bank sentral Malaysia
mengeluarkan Financial Sector Blueprint.
Blueprint INl  merupakan panduan sistem
keuangan di Malaysia selama lebih dari 10
tahun sesuai dengan tujuan Malaysia menjadi
negara dengan perekonomian yang bernilal
tambah tinggi dan berpenghasilan tinggi.
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Ada 9 fokus dalam blueprint tersebut:

1.

o 0 AW

o N

Intermediasi yang efektif untuk menciptakan nilai tambah dan
ekonomi berpenghasilan tinggi

Pengembangan kedalaman dan kedinamisan pasar keuangan
Inklusi keuangan untuk pemerataan

Penguatan integrasi keuangan di regional dan internasional
Internasionalisasi Sistem Keuangan Syariah

Pengaturan dan pengawasan untuk menjamin kestabilan sistem
keuangan

Sistem Pembayaran elektronik untuk tujuan efisiensi
Pemberdayaan Konsumen

Pengembangan bakat untuk mendukung sektor keuangan yang
lebih dinamis
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 Sejalan dengan blueprint, terdapat undang-undang baru
yaitu Financial Services Act 2013 dan the Islamic
Financial Services Act 2013, yang dikeluarkan pada 30
Juni 2013 yang masing-masing mengatur tentang sistem
keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah.

d Financial Services Act 2013 (FSA) merupakan aturan
pokok yang mengatur industri keungan konvensional,
dan sekaligus menggantikan Banking and Financial Services
Act 1989 (BAFIA), Insurance Act 1996, Payment System Act
2003 dan Exchange Control Act 1953. Sebaliknya, Islamic
Financial Services Act 2013 (IFSA) mengatur tentang
sistem keuangan syariah dan menggantikan Islamic
Banking Act 1993 dan Takaful Act 1984.
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